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ABSTRAK
Mutia Revalina, Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderasi di Kota Samarinda. Dosen Pembimbing Muhammad Rinaldi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pendapatan pajak daerah terhadap alokasi belanja modal dengan jumlah penduduk sebagai variabel moderasi di Kota Samarinda. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder.Penelitian ini menggunakan jenis data berdasarkan runtutan waktu. Adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah data penerimaan pajak daerah, realisasi belanja modal, serta jumlah penduduk Kota Samarinda selama tahun 2011-2024. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, analisis regresi linear sederhana, dan analisis regresi moderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan jumlah penduduk mampu memoderasi hubungan antara pajak daerah terhadap belanja modal.
Kata Kunci: Pajak Daerah, Belanja Modal, Jumlah Penduduk













ABSRACT
Mutia Revalina, The Effect of Local Taxed on Local Government Capital Expenditure Allocation with Population Size as a Moderating Variable in Samarinda City. Advisory Lecture Muhammad Rinaldi. The purpose of this research is to determine the effect of local tax revenue on capital expenditure allocation with population size as a moderating variable in Samarinda City. This research is a descriptive quantitative study using secondary data. This research uses time series data. The data used in this research are local tax revenue data, capital expenditure realization data, and population data of Samarinda City from 2011 to 2024. The analysis methods used are descriptive statistical analysis, simple linear regression analysis, and moderated regression analysis. The results of this research show indicate that local taxes have a positive effect on capital expenditure, while the population size can moderate the relationship between local taxes and capital expenditure
Keywords: Local Taxed, Capital Expenditure, Population Size
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BAB I 
[bookmark: _Toc209961022]PENDAHULUAN
1.1 [bookmark: _Toc191756158][bookmark: _Toc192623347][bookmark: _Toc192623473][bookmark: _Toc192625269][bookmark: _Toc192660326][bookmark: _Toc192660374][bookmark: _Toc192801591][bookmark: _Toc209961023]Latar Belakang
[bookmark: _Hlk176369290]Indonesia ialah salah satu negara yang menerapkan sistem otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dengan diberlakukannya sistem otonomi daerah ini, maka setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sebagai penyelenggara penuh. Agar pemerintah daerah dapat mencapai tujuan yang lebih tepat sasaran, maka setiap daerah perlu bertindak secara efektif dan efisien. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  Daerah merupakan dasar pengaturan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (Subianto and Sipahutar 2020). Kedua undang-undang di bidang pemerintahan sendiri ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan fungsi pemerintahan daerah.
[bookmark: _Hlk176369439]Dengan otonomi daerah, Pemerintah Daerah (PEMDA) mempunyai kewenangan lebih untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya daerah (Trisnani and Isthika 2022). Hal ini memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya, termasuk penganggaran belanja modal. Belanja modal merupakan penggunaan dana jangka panjang untuk meningkatkan pelayanan publik dan merangsang pertumbuhan ekonomi daerah. Berkat otonomi daerah, pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia, dan penyediaan fasilitas umum sesuai kebutuhan dan kepentingan daerah. Salah satu komponen utama dari belanja modal adalah pengeluaran untuk infrastruktur, yang mencakup pembiayaan untuk pembangunan gedung, jalan, jembatan, dan berbagai fasilitas penting lainnya (Mahasinul Akbar and Arrafi Juliannisa 2022). Untuk mendukung belanja modal ini, pemerintah daerah membutuhkan sumber pendapatan yang stabil salah satunya yaitu pajak daerah. 
Pajak daerah merupakan kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh individu atau badan usaha agar pemerintah daerah dapat mendukung belanja daerah. Pajak bersifat wajib, tidak memberikan imbalan secara langsung kepada wajib pajak, dan penyelenggaraannya diatur pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, pajak daerah dibagi menjadi dua kategori utama: pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota (Sitohang and Saepulloh 2022). Penerimaan pajak digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah termasuk administrasi pemerintahan sehari-hari, infrastruktur dan pelayanan publik daerah.
[bookmark: _Hlk176371418]Setiap daerah mempunyai basis pajak yang berbeda-beda, tergantung aturan yang ditetapkan oleh pemerintah masing-masing daerah (Taufiq, Darmanto, and Wikan Budi Utami 2023). Besar kecilnya basis pajak akan mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah. Semakin luas basis pajak suatu daerah maka semakin besar pendapatan yang dihasilkan oleh dinas pajak. Hal ini akan memberi pemerintah daerah lebih banyak ruang fiskal untuk mengalokasikan sumber daya mereka, menggunakannya untuk meningkatkan infrastruktur dalam bentuk aset tetap dan layanan publik di daerah mereka.
Aset tetap yang diperoleh melalui belanja modal memainkan peran yang sangat penting dalam menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang optimal oleh pemerintah daerah. Untuk menambah jumlah dan meningkatkan kualitas aset tetap ini, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran melalui belanja modal yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Proses perencanaan dan alokasi belanja modal dilakukan dengan mempertimbangkan analisis kebutuhan daerah terhadap berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan. Ini mencakup pengadaan fasilitas yang mendukung efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan serta pembangunan infrastruktur publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Alokasi belanja modal yang dilakukan dengan tepat tidak hanya dimaksudkan untuk memperbaiki atau memperluas infrastruktur yang sudah ada, tetapi juga untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang. Dengan demikian, investasi dalam aset tetap ini tidak hanya menghasilkan manfaat langsung dalam bentuk fasilitas fisik, tetapi juga berdampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, pencapaian target-target pembangunan yang berkelanjutan, dan penerapan kebijakan daerah secara lebih efektif. Oleh karena itu, pengelolaan belanja modal yang efektif dan efisien sangatlah penting untuk memastikan bahwa setiap investasi yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang maksimal, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Ini juga berarti bahwa pemerintah daerah perlu terus memperbarui analisis kebutuhan dan prioritas pembangunan agar alokasi belanja modal benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan daerah yang berkelanjutan.
	Tahun
	Realisasi Pajak Daerah
	Realisasi Belanja Modal

	2011
	109.428.925.935,39 
	281.098.174.225,00

	2012
	159.827.940.802,66
	707.992.552.010,00

	2013
	197.814.938.240,07
	1.280.544.107.655,00

	2014
	238.511.683.138,63
	1.322.656.294.646,00

	2015
	244.079.216.597,34
	1.209.608.304.448,57

	2016
	256.130.052.909,60
	695.737.176.719,43

	2017
	298.972.840.769,93
	702.034.572.498,19

	2018
	352.827.149.153,44
	817.179.025.617,07

	2019
	369.978.459.595,73
	1.206.777.043.102,26

	2020
	314.002.648.362,68
	1.066.113.143.021,66

	2021
	381.933.143.494,93
	1.077.524.414.721,03

	2022
	518.519.749.592,18
	860.449.938.353,46

	2023
	608.761.181.359,98
	1.936.638.601.701,21

	2024
	683.041.335.375,94
	2.595.851.534.346,00


Tabel 1.1 Laporan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Belanja Modal 
Sumber: Portal Data APBD tahun 2011-2024.
Tabel 1.2 Tabel Jumlah Penduduk Di Kota Samarinda
	Tahun
	Jumlah Penduduk

	2011
	755.630 Jiwa

	2012
	781.184 Jiwa

	2013
	805.688 Jiwa

	2014
	830.676 Jiwa

	2015
	812.597 Jiwa

	2016
	828.303 Jiwa

	2017
	843.446 Jiwa

	2018
	858.080 Jiwa

	2019
	872.768 Jiwa

	2020
	827.994 Jiwa

	2021
	831.460 Jiwa

	2022
	834.824 Jiwa

	2023
	850.629 Jiwa

	2024
	858.079 Jiwa









Sumber: Data BPS Terkait Jumlah Penduduk di Kota Samarinda
Jumlah penduduk menjadi salah satu faktor yang berperan penting dalam proses pembangunan di kota Samarinda. Sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Timur, Samarinda memiliki populasi yang relatif besar dan terus mengalami perttumbuhan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ini mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi kota, serta menimbulkan tanntangan dalam penyedia infrastruktur, layanan publik dan pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Tingginya jumlah penduduk di berbagai daerah wilayah juga memepengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan dan distribusi sumber daya yang berkelanjutan.
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf & Ajeng Kartika Galuh (2023) menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Disisi lain, hasil penelitian yang dilakukan oleh Affandi (2023) menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Perbedaan hasil dari penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk penelitian lebih lanjut guna memastikan konsistensi pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal pemerintah daerah.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH DENGAN JUMLAH PENDUDUK SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI KOTA SAMARINDA”.
1.2 [bookmark: _Toc191756159][bookmark: _Toc192623348][bookmark: _Toc192623474][bookmark: _Toc192625270][bookmark: _Toc192660327][bookmark: _Toc192660375][bookmark: _Toc192801592][bookmark: _Toc209961024]Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah Pajak Daerah Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah di Kota Samarinda?
2. Apakah Jumlah Penduduk dapat Memoderasi Hubungan Pajak Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah di Kota Samarinda?
1.3 [bookmark: _Toc191756160][bookmark: _Toc192623349][bookmark: _Toc192623475][bookmark: _Toc192625271][bookmark: _Toc192660328][bookmark: _Toc192660376][bookmark: _Toc192801593][bookmark: _Toc209961025]Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah di Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui Apakah Jumlah Penduduk dapat Memoderasi Hubungan Pajak Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah di Kota Samarinda.
1.4 [bookmark: _Toc191756161][bookmark: _Toc192623350][bookmark: _Toc192623476][bookmark: _Toc192625272][bookmark: _Toc192660329][bookmark: _Toc192660377][bookmark: _Toc192801594][bookmark: _Toc209961026]Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas wawasan dan pengetahuan di bidang akuntansi. Secara khusus diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal oleh pemerintah daerah. 
2. Manfaat Praktis
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna dalam memahami pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga serta menjadi bahan pertimbangan penting bagi Pemerintah Daerah Kota Samarinda.
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Teori Keagenan  menggambarkan suatu hubungan yang terjalin melalui perjanjian atau kontrak, yaitu satu atau dua pihak yaitu principal memberikan kewenangan kepada pihak lain, yang disebut agent untuk melaksanakan tugas tertentu serta mengambil keputusan atas nama principal. Hubungan keagenan juga terjadi dalam organisasi sektor publik, dimana masyarakat berperan sebagai principal, sementara pejabat publik bertindak sebagai agent yang mewakili dan menjalankan tugas atas kepentingan masyarakat (Maria and Halim 2021).
Berdasarkan teori keagenan ini, masyarakat bertindak sebagai principal yang mempercayai pengelolaan pendapatan pajak kepada pemerintah daerah sebagai agent. Kepercayaan ini muncul dengan harapan bahwa pemerintah daerah akan menggunakan dana tersebut secara optimal untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Dengan pembangunan infrastruktur yang baik, masyarakat sebagai pembayar pajak pada akhirnya akan merasakan manfaatnya secara langsung, sehingga kepercayaan yang diberikan terbayar dengan peningkatan kualitas hidup dan kemajuan daerah. Hubungan keagenan ini menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik.
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Pajak daerah merupakan pungutan wajib yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan sifat memaksa (Rizki 2018). Pendapatan dari pajak tersebut dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional pemerintahan di tingkat daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak yang dipungut di tingkat provinsi dan pajak yang dipungut di tingkat kabupaten/kota.
Pajak yang dipungut di tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang diatur dalam Undang-Undang antara lain;
a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pungutan yang dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud mencakup kendaraan beroda dua atau lebih, termasuk gandengannya, yang dioperasikan di berbagai jenis jalan darat. Kendaraan ini digerakkan oleh mesin atau peralatan teknis yang dapat mengubah energi tertentu menjadi tenaga penggerak. Selain itu, alat-alat berat yang dapat berpindah tempat dengan tenaga sendiri juga termasuk dalam kategori kendaraan bermotor (Irsan 2022).
Sebagai salah satu jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, PKB memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pajak ini hanya dapat diberlakukan jika terdapat objek pajak yang dikenakan, yaitu kepemilikan atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Dengan kata lain, siapa pun yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor diwajibkan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Pendapatan dari PKB biasanya dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur transportasi, pemeliharaan jalan, serta peningkatan layanan publik yang berhubungan dengan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB tidak hanya berdampak pada pemilik kendaraan secara individu, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak yang dikenakan atas perubahan kepemilikan kendaraan bermotor dari satu pihak ke pihak lain. Perubahan hak milik ini dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti transaksi jual beli, pertukaran kendaraan, pemberian hibah, pewarisan, atau bahkan pengalihan kepemilikan ke dalam suatu badan usaha. Selain itu, perubahan kepemilikan juga dapat terjadi akibat perjanjian antara dua pihak maupun tindakan sepihak yang berakibat pada peralihan hak atas kendaraan tersebut (Husaini 2020).
Sebagai salah satu jenis pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi, BBNKB memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pajak ini umumnya dikenakan ketika seseorang membeli kendaraan baru atau bekas, sehingga proses administrasi kepemilikan dapat tercatat secara legal di instansi terkait. Besaran tarif BBNKB berbeda-beda di setiap daerah dan biasanya dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan.
Pendapatan yang diperoleh dari BBNKB sering kali digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur transportasi, pemeliharaan jalan, serta peningkatan layanan publik di sektor perhubungan. Dengan adanya pajak ini, pemerintah juga dapat memastikan bahwa data kepemilikan kendaraan selalu diperbarui, sehingga membantu dalam pengawasan kendaraan bermotor di wilayah tertentu. Oleh karena itu, pemilik kendaraan yang mengalami perubahan kepemilikan wajib memenuhi kewajiban membayar BBNKB agar kendaraan tersebut memiliki status hukum yang sah dan tercatat dalam administrasi pemerintahan
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) merupakan pajak yang dikenakan atas bahan bakar yang digunakan atau disediakan untuk kendaraan bermotor. Bahan bakar ini mencakup berbagai jenis, seperti bensin (premium, pertamax, pertamax plus), biosolar, serta jenis bahan bakar lainnya yang digunakan untuk mengoperasikan kendaraan bermotor, termasuk kendaraan di perairan. Secara umum, bahan bakar kendaraan bermotor adalah sumber energi yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan di darat maupun di atas air (Sutrisno 2018).
Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ditetapkan dengan batas maksimal sebesar 10% (sepuluh persen). Sementara itu, khusus untuk bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan umum, tarif pajak dapat ditetapkan setidaknya 50% (lima puluh persen) lebih rendah dibandingkan dengan tarif pajak yang dikenakan pada kendaraan pribadi.
d. Pajak Alat Berat (PAB)
Pengenaan pajak atas alat berat diterapkan sebagai bentuk pengganti pajak properti, khususnya dalam aktivitas penyewaan alat berat yang dijalankan oleh perusahaan kepada masyarakat. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa alat berat yang digunakan dalam kegiatan usaha tetap menjadi objek pajak, meskipun tidak termasuk dalam kategori properti tetap (Hasan 2021). 
Adapun besaran pajak yang dibebankan atas penyewaan alat berat ini ditetapkan sebesar 0,2% dari nilai tertentu yang telah ditetapkan. Melalui regulasi ini, pemerintah berupaya menciptakan sistem perpajakan yang lebih seimbang serta mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor penyewaan alat berat.
e. Pajak Air Permukaan
Pajak air permukaan merupakan pajak yang dikenakan atas aktivitas pengambilan atau pemanfaatan air yang berada di permukaan tanah. Air permukaan mencakup semua jenis air yang terdapat di atas tanah, kecualiair laut baik yang berada di wilayah perairan laut maupun di daratan (Ramadhan and Nasution 2022). Tarif pajak air permukaan ditentukan sebesar 10% dari nilai yang menjadi dasar perhitungan pajak.
f. Pajak Rokok
Pajak rokok adalah pungutan yang diberlakukan atas cukai rokok dan dipungut oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam pengelolaan cukai. Pemungutan pajak ini dilakukan secara bersamaan dengan pemungutan cukai rokok guna meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam proses pelaksanaannya. Besaran tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari nilai cukai yang berlaku. Selain itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31, pendapatan yang diperoleh dari pajak rokok ini didistribusikan baik ke tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (Kusyeni et al. 2021). 
Dengan sistem ini, pajak rokok berperan dalam meningkatkan penerimaan daerah yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) merupakan sistem pengelolaan pajak yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi terhadap pajak utama MBLB, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Opsen ini berperan sebagai tambahan pungutan yang diberlakukan di tingkat provinsi guna meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan (Kurniawan, Adegustara, and Gusminarti 2023).
Besaran tarif opsen yang dikenakan adalah 25% dari total pajak yang harus dibayarkan. Dengan diterapkannya kebijakan ini, pemerintah daerah memiliki peluang untuk memaksimalkan penerimaan pajak yang dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah terkait.
Selanjutnya, pajak yang dipungut di tingkat kabupaten/kota yang diatur dalam Undang-Undang antara lain;
a. Pajak Restoran
b. Pajak Reklame
c. Pajak Hotel
d. Pajak Hiburan
e. Pajak Penerangan Jalan
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
g. Pajak Parkir
h. Pajak Air Tanah
i. Pajak Sarang Burung Walet
j. Pajak Bumi dan Bnagunan Perdesaan dan Perkotaan
k. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
Berdasarkan situs resmi Bapenda Kota Samarinda (https://bapenda.samarindakota.go.id), Pemerintah Kota Samarinda menetapkan beberapa jenis pajak daerah tingkat kabupaten/kota, antara lain yaitu:
a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
b. Pajak Restoran
c. Pajak Reklame
d. Pajak Parkir
e. Pajak Hiburan
f.    Pajak Penerangan Jalan
g. Pajak Hotel
h. Pajak Walet
Pendapatan dari pajak daerah tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan di Kota Samarinda. Salah satu penggunaannya adalah untuk belanja modal, yaitu pengeluaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pengadaan sarana dan prasarana, serta investasi jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
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Menurut  Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, belanja modal merupakan pengeluatran yang dialokasikan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat jangka panjang, yakni lebih darisatu periode akuntansi. Jenis belanja ini mencakup berbagai pengeluaran seperti pembelian tanah, pembangunan gedung dan bangunan, pengadaan peralatan, serta perolehan aset tak berwujud. Belanja modal bertujuan untuk mendukung operasional dan pengembangan suatu entitas baik dalam sektor pemerintahan maupun swasta, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam jangka panjang.
Menurut Amri (2017) belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh aset atau kekayaan yang memebrrikan manfaat jangka panjang, yaitu lebih dari satu anggaran. Pengeluaran ini juga berdampak pada peningkatan belanja rutin pemerintah daerah di masa mendatang. Belanja ini dibagi menjadi dua kategori yaitu belanja publik dan belanja aparatu, sebagai berikut:
a. Belanja publik yaitu pengeluaran pemerintah yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Contohnya termasukk pembangunan jembatan, pengadaan mobil ambulan umum, serta berbagai fasilitas publik lainnya yang bertujuan meningkatkaan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.
b. Belanja Aparatur yaitu pengeluaran yang manfaatnya tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat tetapi mendukung kinerja pemerintahan dan pelayanan publik secara tidak langsung. Contohnya mencakup pembangunan gedung dewan, pengadaan kendaraan dinas, serta fasilitas kerja lainnya bagi aparatur pemerintahan. Meskipun manfaatnya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat, belanja aparatur tetap berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya berdampak pada kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
Dalam Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Anggaran Belanja  Modal di Kota samarinda, antara lain:
a. Belanja modal tanah
b. Belanja modal peralatan dan mesin yang terdiri atas belanja modal alat berat, alat angkutan, bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat kesehatan, alat laboratorium, komputer, alat bantu eksploritas, alat keselamatan kerja, alat peraga, rambu-rambu, peralatan olahraga, peralatan dan mesin BLUD.
c. Belanja modal gedung dan bangunan terdir atas belanja modal bangunan gedung dan belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang terdiri atas belanja modal jalan dan jembatan, bangunan air, instansi, dan jaringan.
e. Belanja modal aset tetap lainnya yang terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan dan barang bercorak seni.
f. Belanja modal aset lainnya.
Belanja modal tersebut akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam pembangunan dan pengadaan aset yang mendukung penyelenggaraan layanan publik dan meningkatkaan efisiensi kerja pemeerintahan. Selain itu, belanja modal ini diarahkan untuk memperbaiki dan mengembangkan berbagai fasilitas umum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
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Jumlah penduduk pada hakikatnya merupakan keseluruhan orang yang yang bertempat tinggal dan menetap disuatu wilayah tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan aturan serta persyaratan yang berlaku di negara tersebut (Sari, Wajuba, and Fisabilillah 2021). Dengan kata lain, jumlah penduduk adalah total masyarakat yang menghuni suatu daerah pada periode tertentu dan menjadi bagian dari struktur demografi wilayah tersebut.
Jumlah penduduk mempresentasikan kondisi nyata suatu masyarakat yang berkaitan erat dengan dinamika sosial, ekonomi, maupun budaya. Jumlah penduduk menjadi penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah, perencanaan pembangunan nasional maupun daerah, serta pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Semakin beesar jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula tuntuan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja modal yang lebih besar. 
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Beberapa peneliti telah melakukan penelitian terkait pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal, seperti yang akan dijabarkan berikut ini:
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
	No
	Peneliti (Tahun)
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	1.
	Suci Adriyana Putri Lestari dan Handiyaningrum (2015)
	X : Pajak Daerah
Y : Belanja Modal
	Pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

	2. 
	Sandry Yossi Mamonto, J.B Kalangi, dan Krest D. Tolosang (2015)
	X1 : Pajak Daerah
X2 : Retribusi Daerah
Y   : Belanja Modal
	a) Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
b) Retribusi Daerah juga tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

	3.
	I Komang Sudika dan I Ketut Budiartha (2017)
	X1 : Pajak Daerah
X2 : Retribusi Daerah
X3 : Dana Alokasi Umum
X4 : Dana Alokasi Khusus
Y  : Belanja Modal
	a) Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal.
b) Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
c) Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.
d) Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

	4.
	M. Zahari MS (2018)
	X1 : Pajak Daerah
X2 : Retribusi Daerah
Y  : Belanja Modal
	a) Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
b) Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
c) Retribusi daerah tidak pengaruh signifikan terhadap belanja modal.




Tabel 2.1     Sambungan
	5.
	Dini Widiani, Nafi, Inayati Zahro, dan Diah Ayu Susanti (2022)
	X1 : Pajak Daerah
X2 : Retribusi Daerah
X3 : Dana Alokasi Umum
X4 : Dana Alokasi Khusus
Y  : Belanja Modal
	a) Pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

b) Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
c) Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal.
d) Dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal. 

	6.
	Widia Lestari Sitohang dan Cepi Sepulloh (2022)
	X  : Pajak Daerah
Y  : Belanja Modal
	Pajak daerah negatif dan tidak ada pengaruh yang signifikan.terhadap belanja modal.

	7.
	Alsya Ika Ameilia & Tsalis Syaifuddin, (2022)
	X1 : Pajak Daerah
X2 : Retribusi Daerah
X3 : Pendapatan dari Laba  
       Perusahaan
Y  : Belanja Modal
	Pajak daerah, Retribusi daerah, dan Pendapatan Badan Usaha milik daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

	8.
	Muhammad Yusuf dan Ajeng Kartika Galuh (2023)
	X1 : Pajak Daerah
X2 : DAU
X3 : DAK
Y  : Belanja Modal
	a) Pengaruh negatif dan signifikan dari pajak daerah terhadap belanja modal.
b) Pengaruh Positif dan signifikan DAU terhadap belanja modal.
c) Pengaruh positif dan signifikan DAK terhadap belanja modal.

	9.
	Rizka Renata Kurnia Putri Affandi (2023)
	X  : Pajak Daerah
Y  : Belanja Modal
	Pajak Daerah terhadap Belanja Modal hasilnya positif dan ada pengaruh tetapi tidak terlalu signifikan.

	10.
	Azizah Olvicka Mayoda dan Muhammad Iqbal (2024)
	X1 : Pajak Parkir
X2 : Pajak Reklame
X3 : Pajak Penerangan 
      Jalan
Y  : Belanja Modal
	a) Pajak parkir berpengaruh negatif signifikan pada belanja modal.
b) Pajak reklame berpengaruh negatif signifikan pada belanja modal. 
c) Pajak penerangan jalan berpengaruh positif signifikan pada belanja modal.


Sumber: Data dioleh, 2025
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Teori keagenan menggambarkan hubungan antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah daerah sebagai agent dalam pengelolaan pajak daerah. Masyarakat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola penerimaan pajak dengan harapan bahwa dana tersebut akan dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan, terutama melalui belanja modal. 
Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencakup berbagai jenis pajak seperti pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel dan yang lainnya pada tingkat kabupaten/kota di Kota Samarinda . Penerimaan pajak daerah yang dikumpulkan oleh Pemerintah Kota Samarinda selanjutnya dialokasikan ke dalam belanja modal, yaitu pengeluaran yang ditujukan untuk pembelian aset tetap dan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Dalam tata kelola keuangan daerah, jumlah penduduk menjadi faktor yang turut mempengaruhi pendapatan pajak dan kebutuhan belanja modal. Semakin besar jumlah penduduk, semakin tinggi pula kebutuhan pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, terdapat keterkaitan yang erat antara pendapatan pajak daerah, belanja modal, dan jumlah penduduk. Jika pendapatan pajak daerah tinggi, maka alokasi belanja modal yang tersedia juga akan meningkat untuk mendukung pembangunan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat. 
Berdasarkan tinjauan teori, hasil penelitian terdahulu, serta permasalahan yang telah diidentifikasi, maka kerangka konseptual dapat disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan variabel-variabel yang dikaji, sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Konsep
Sumber: Data dioleh, 2025
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Dalam perspektif teori keagenan, pemerintah daerah berperan sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh masyarakat (Principal) untuk mengelola sumber daya keuangan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber utama keuangan daerah adalah pajak daerah yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pembangunan termasuk belanja modal yang berperan dalam penyediaan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan. Ketika penermaan pajak daerah meningkat, pemerintah daaerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar untuk mengalokasikan anggaran ke belanja modal. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam teori keagenan dimana agen (Pemerintah) diharapkan mengelola sumber daya keuangan secara optimal untuk kepentingan Principal (Masyarakat). 
Penelitian yang dilakukan (Affandi 2023) menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Selain itu penelitian yang dilakukan Widiani et al (2022) menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Jadi berdasarkan paparan yang telah dijelaskan, hipotesis yang diajukan yaitu:
H1: Pajak Daerah Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Samarinda.
2.7.2 [bookmark: _Toc192623363][bookmark: _Toc192623489][bookmark: _Toc192625284][bookmark: _Toc192660341][bookmark: _Toc192660389][bookmark: _Toc192801606][bookmark: _Toc209961037]Pengaruh Jumlah Penduduk Pada Hubungan Antara Pajak Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal
Daerah dengan jumlah penduduk yang padat umumnya memiliki kebutuhan belanja modal yang lebih tinggi untuk pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta pengelolaan sumber daya. Sementara itu, penerimaan pajak daerah yang optimal dapat meningkatkan kapasitas fiskal suatu daerah dalam membiayai belanja modal. Namun, dampak pajak daerah terhadap belanja modal dapat berbeda-beda tergantung pada jumlah penduduk yang dimiliki. Dalam perspektif teori keagenan, pemerintah daerah sebagai agen bertanggung jawab untuk mengelola penerimaan pajak secara optimal gunaa memenuhi kebutuhan tersebut sesuai dengan amanat yang diberikan oleh masyarakat sebagai principal.
Pada daerah dengan cakupan jumlah penduduknya yang relatif banyak, alokasi belanja modal dapat menjadi lebih kompleks karena dipengaruhi oleh faktor beragamnya kebutuhan pembangunan, serta meningkatnya biaya operasional. Oleh karena itu Jumlah penduduk dapat memainkan peran dalam memperkuat atau melemahkan hubungan antara pajak daerah dan belanja modal. Jadi berdasarkan paparan yang telah dijelaskan, hipotesis yang diajukan yaitu:
H2: Jumlah penduduk Mampu Memoderasi Hubungan Pajak Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Samarinda.
H1 (+)
Pajak Daerah (X)
Belanja Modal (Y)

H2 (+)

Jumlah Penduduk (Z)


Gambar 2.2 Model Penelitian
     Sumber: Data dioleh, 2025
Keterangan:
X	: Pajak Daerah
Y	: Belanja Modal
Z	: Jumlah Penduduk
	: Pengaruh Variabel X dan Z Terhadap Y
	: Pengaruh Variabel Z Terhadap X dan Y
[bookmark: _Toc192623364][bookmark: _Toc192623490][bookmark: _Toc209961038][bookmark: _Toc191756177][bookmark: _Toc192625285][bookmark: _Toc192660342][bookmark: _Toc192660390][bookmark: _Toc192801607]
[bookmark: _Toc192623365][bookmark: _Toc192623491]BAB III 
[bookmark: _Toc209961039]METODOLOGI PENELITIAN
3.1 [bookmark: _Toc191756178][bookmark: _Toc192623366][bookmark: _Toc192623492][bookmark: _Toc192625286][bookmark: _Toc192660343][bookmark: _Toc192660391][bookmark: _Toc192801608][bookmark: _Toc209961040]Definisi Operasional
3.1.1 [bookmark: _Toc191756179][bookmark: _Toc192623367][bookmark: _Toc192623493][bookmark: _Toc192625287][bookmark: _Toc192660344][bookmark: _Toc192660392][bookmark: _Toc192801609][bookmark: _Toc209961041]Variabel Independen
Variabel independen pada penelitian ini adalah pajak daerah di Kota Samarinda. Jadi pajak daerah adalah pungutan wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan usaha dalam wilayahnya sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. 
3.1.2 [bookmark: _Toc191756180][bookmark: _Toc192623368][bookmark: _Toc192623494][bookmark: _Toc192625288][bookmark: _Toc192660345][bookmark: _Toc192660393][bookmark: _Toc192801610][bookmark: _Toc209961042]Variabel Dependen
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal, yaitu alokasi dana yang direncanakan untuk pengadaan aset tetap dengan masa manfaat lebih dari satu tahun. Salah satu sumber pendanaan belanja modal berasal dari penerimaan pajak (Variabel Independen). 
3.2 [bookmark: _Toc192623369][bookmark: _Toc192623495][bookmark: _Toc192625289][bookmark: _Toc192660346][bookmark: _Toc192660394][bookmark: _Toc192801611][bookmark: _Toc209961043]Variabel Moderating
Variabel moderating adalah variabel yang berperan dalam memengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara hubungan antara variabel independen dan dependen. Dengan kata lain, variabe ini dapat memperkuat atau memperlemah efek yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen (Kristanti 2022). Keberadaan variabel moderating dalam suatu penelitian memungkinkan analisis yanag lebih mendalam mengenai bagaimana dan dalam kondisi apa hubungan anatara dua variabel utama tersebut dapat berubah. 
Dalam penelitian ini, variabel moderating yang digunakan adalah jumlah penduduk. Variabel ini berperan dalam memengaruhi sejauh mana hubungan antara variabel independen dan dependen dapat diperkuat atau diperlemah. Dngan kata lain, jumlah penduduk menjadi faktor yang dapat mengubah efek yang ditimbulkan oleh variabel independen tehadap variabel dependen baik dalam meningkatkan maupun mengurangi pengaruh tersebut.
3.3 [bookmark: _Toc191756181][bookmark: _Toc192623370][bookmark: _Toc192623496][bookmark: _Toc192625290][bookmark: _Toc192660347][bookmark: _Toc192660395][bookmark: _Toc192801612][bookmark: _Toc209961044]Jenis dan Sumber Data
3.3.1 [bookmark: _Toc191756182][bookmark: _Toc192623371][bookmark: _Toc192623497][bookmark: _Toc192625291][bookmark: _Toc192660348][bookmark: _Toc192660396][bookmark: _Toc192801613][bookmark: _Toc209961045]Jenis Data
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang digunakan untuk menyajikan hasil penelitian secara detail namun tidak dimaksudkan untuk menarik kesimpulan atau membuat generalisasi dan juga penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif bertujuan untuk mengungkapkan suatu fenomena sesuai dengan sebenearnya (Syahrizal and Jailani 2023).
3.3.2 [bookmark: _Toc191756183][bookmark: _Toc192623372][bookmark: _Toc192623498][bookmark: _Toc192625292][bookmark: _Toc192660349][bookmark: _Toc192660397][bookmark: _Toc192801614][bookmark: _Toc209961046]Sumber Data
Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, serta Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. Data sekunder dalam penelitian ini merujuk pada informasi yang telah dikumpulkan dan dipelajari sebelumnya oleh peneliti.
3.4 [bookmark: _Toc191756184][bookmark: _Toc192623373][bookmark: _Toc192623499][bookmark: _Toc192625293][bookmark: _Toc192660350][bookmark: _Toc192660398][bookmark: _Toc192801615][bookmark: _Toc209961047]Populasi dan Sampel
3.4.1 [bookmark: _Toc191756185][bookmark: _Toc192623374][bookmark: _Toc192623500][bookmark: _Toc192625294][bookmark: _Toc192660351][bookmark: _Toc192660399][bookmark: _Toc192801616][bookmark: _Toc209961048]Populasi
Populasi dalam penelitian merujuk pada sekumpulan data yang sangat luas dan mencakup banyak elemen. Populasi juga terdiri dari seluruh kemungkinan individu, objek, atau ukuran lain yang menjadi fokus utama dalam suatu penelitian (Darmawan 2017). Berdasarkan penjelasan tersebut, populasi dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, serta Badan Pusat Statistik di Kota Samarinda
3.4.2 [bookmark: _Toc191756186][bookmark: _Toc192623375][bookmark: _Toc192623501][bookmark: _Toc192625295][bookmark: _Toc192660352][bookmark: _Toc192660400][bookmark: _Toc192801617][bookmark: _Toc209961049]Sampel
Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk dianalisis dengan tujuan agar hasil penelitian dapat diterapkan atau digeneralisasikan ke seluruh populasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, sampel dalam penelitian ini adalah data pendapatan pajak daerah, laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan data jumlah penduduk di kota samarinda tahun 2011-2024.
3.5 [bookmark: _Toc191756187][bookmark: _Toc192623376][bookmark: _Toc192623502][bookmark: _Toc192625296][bookmark: _Toc192660353][bookmark: _Toc192660401][bookmark: _Toc192801618][bookmark: _Toc209961050]Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan teknik kepustakaan. Metode pengumpulan data ini memanfaatkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, data pendapatan pajak daerah, dan data jumlah penduduk dari tahun 2011 hingga 2024. Sumber informasi utama diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, serta Badan Pusat Statistik Kota Samarinda yang memastikan keakuratan serta keandalan data sebagai dasar analisis penelitian. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh berbagai literatur, jurnal, dan dokumen lain yang relevan guna memperkuat hasil penelitian.
3.6 [bookmark: _Toc191756188][bookmark: _Toc192623377][bookmark: _Toc192623503][bookmark: _Toc192625297][bookmark: _Toc192660354][bookmark: _Toc192660402][bookmark: _Toc192801619][bookmark: _Toc209961051]Analisis Data
Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana, yaitu metode statistik yang melibatkan satu variabel independen untuk mengukur pengaruhnya terhadap variabel dependen. Pendekatan ini memungkinkan analisis hubungan kompleks anatar beberapa faktor yang memengaruhi belanja modal pemerintah daerah.
Untuk mengolah dan menganalisis data, penelitian ini memanfaatkan perangkat lunak IBM SPSS (Statistical Package for the Social Science) versi 22. Perangkat lunak ini memiliki kemampuan dalam mengelola data secara statistik baik dengan pendekatan parametrik maupun non-parametrik. Dengan basis sistem operasi windows, IBM SPSS 22 membantu dalam melakukan pengolahan data yang akurat, penyajian hasil analisis yang sistematis, serta mendukung interpretasi yang lebih mendalam dalam penelitian ini.
3.6.1 [bookmark: _Toc191756189][bookmark: _Toc192623378][bookmark: _Toc192623504][bookmark: _Toc192625298][bookmark: _Toc192660355][bookmark: _Toc192660403][bookmark: _Toc192801620][bookmark: _Toc209961052]Analisis Statistik Deskriptif
Menurut Gani & Amalia (2018) Statistik deskriptif merupakan salah satu ilmu statistik yang berfokus pada metode untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data secara terstruktur dan sistematis. Pendekatan ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap informasi yang terkandung dalam data. Statistik deskriptif berfungsi memberikan gambaran atau ringkasan mengenai data yang tersedia, baik dalam bentuk angka, grafik, maupun tabel. Selain itu, statistik deskriptif menjadi tahap awal yang krusial dalam analisis data sebelum melangkah ke tahap inferensi statistik atau pengujian hipotesis yang lebih mendalam. 
3.6.2 [bookmark: _Toc191756190][bookmark: _Toc192623379][bookmark: _Toc192623505][bookmark: _Toc192625299][bookmark: _Toc192660356][bookmark: _Toc192660404][bookmark: _Toc192801621][bookmark: _Toc209961053]Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik digunakan untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Agar model regresi yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan pemenuhan beberapa asumsi dasar. Uji asumsi klasik mencakup empat jenis pengujian utama, yaitu normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heterokedastisitas.
3.6.2.1 [bookmark: _Toc191756191][bookmark: _Toc192623506][bookmark: _Toc192625300][bookmark: _Toc192660357][bookmark: _Toc192660405][bookmark: _Toc192801622][bookmark: _Toc209961054]Uji Normalitas
Agar hasil uji asumsi klasik valid, penting untuk memastian bahwa data memiliki distribusi normal. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi normalitas data diantaranya uji Kolmogorov-Smirnov, analisis melalui histogram, dan uji Probability Plot. Ketiga metode ini membantu dalam menentukan apakah data telah memenuhi asumsi normalitas yang diperlukan dalam analisis statistik.
3.6.2.2 [bookmark: _Toc191756194][bookmark: _Toc192623509][bookmark: _Toc192625303][bookmark: _Toc192660360][bookmark: _Toc192660408][bookmark: _Toc192801625][bookmark: _Toc209961055]Uji Heteroskedastisitas
[bookmark: _Toc191756195][bookmark: _Toc192623511][bookmark: _Toc192625305][bookmark: _Toc192660362][bookmark: _Toc192660410][bookmark: _Toc192801627]Heteroskedastisitas merupakan kondisi di mana varian dan nilai sisa (residuals) dalam model regresi tidak seragam antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Sebaliknya, jika varian dan nilai sisa memiliki kesamaan di seluruh pengamatan, maka kondisi tersebut disebut sebagai homoskedastisitas. Model regresi yang baik seharusnya berada dalam kondisi homoskedastisitas, bukan heteroskedastisitas (Gani & Amalia, 2018). Beberapa metode yang digunakan untuk menguji apakah suatu model regresi mengalami homoskedastisitas atau heteroskedastisitas antara lain Glejser Test dan Spearman's Rank Correlation Test.
3.6.3 [bookmark: _Toc209961056]Analisis Regresi Linear Sederhana
[bookmark: _Toc192623512][bookmark: _Toc192625306][bookmark: _Toc192660363][bookmark: _Toc192660411][bookmark: _Toc192801628]Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat kuantitatif yang dianalisis dengan metode regresi linear sederhana. Menurut Gani & Amalia (2018) regresi linear sederhana digunakan untuk menggambarkan hubungan fungsional antara variabel yang terdiri dari satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan mengembangkan suatu model regresi yang menggambarkan hubungan antara variabel dependen yaitu belanja modal, dan variabel indeenden yaitu pajak daerah.
3.6.3.1 [bookmark: _Toc209961057]Koefisien Korelasi (R)
Menurut Gani & Amalia (2018) Koefisien korelasi digunakan untuk menentukan seberapa kuat hubungan antara variabel-variabel yang dinyatakan melalui nilai koefisien korelasi (r). Artinya, jika terjadi perubahan pada variabel independen, maka variabel dependen juga akan mengalami perubahan. Hubungan antara variabel X dan Y dapat bersifat positif atau negatif. Kriteria untuk menguji signifikansi hubungan anatara variable adalah sebagai berikut :
a. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka terdapat korelasi anatara variable
b. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terdapat korelasi anatara variable
Tingkat keeratan hubungan berdasarkan nilai Pearson Correlation diinterpretasikan sebagai berikut :
a. Nilai antara 0,00 – 0,20 menunjukkan bahwa korelasi tidak ada atau sangat lemah.
b. Nilai antara 0,21 – 0,40 menunjukkan bahwa korelasi yang lemah.
c. Nilai antara 0,41 – 0,60 menunjukkan bahwa korelasi yang sedang.
d. Nilai antara 0,61 – 0,80 menunjukkan bahwa korelasi yang kuat.
e. Nilai antara 0,81 – 1,00 menunjukkan bahwa korelasi  yang sangat kuat.
Apabila nilai signifikansi tepat sebesar 0,05 maka perlu dilakukan perbadingan antara nilai Pearson Correlation dan r table. Jika nilai Pearson Correlation lebih tinggi dari r table maka terdapat hubungan antara kedua variabel. Sebalikny, jika nilai Pearson Correlation lebih rendah dari r table, maka tidak terdapat hubungan di antara variabel-variabel tersebut.
Berdasarkan bentuknya, hubungan korelasi dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama adalah korelasi positif, yaitu Ketika peningkatan pada satu variabel juga diikuti oleh peningkatan pada variabel lainnya dan begitu pula sebaliknya. Kedua ada korelasi negatif, yaitu Ketika peningkatan pada satu variable mengakibatkan penurunan pada variable lainnya dan begitu pula sebaliknya.
3.6.3.2 [bookmark: _Toc209961058]Uji Hipotesis (Uji t)
Menurut Gani & Amalia (2018) uji hipotesis dalam model regresi bertujuan untuk menentukan signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode yang digunakan untuk mengukur seberapa nyata pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah dengan uji t (t-test). Dalam pengujian hipotesis, hasil perbandingan antara t hitung dan t tabel digunakan sebagai dasar untuk menerima atau menolak hipotesis. Secara umum terdapat dua kemungkinan dalam pengujian hipotesis statistik, yaitu :
a. Jika H0 diterima, maka H1 ditolak.
b. Jika H1 diterima, maka H0 ditolak.
Sementara itu, pengujian hipotesis mengenai signifikansi suatu variabel independen terhadap variabel dependen yaitu :
a. Jika taraf nyata α > tingkat signifikansi maka H0 ditolak (H1 diterima).
b. Jika taraf nyata α < tingkat signifikansi maka H0 diterima (H1 ditolak).
3.6.4 [bookmark: _Toc209961059]Moderated Regression Analysis (MRA)
Variabel moderasi adalah variabel yang berperan dalam memperkuat atau mempeprlemah hubungan langsung anatar variabel independen dan dependen. Variabel ini memengaruhi sifat serta arah hubungan antara kedua variabel tersebut. Hubungan antara variabel independen dan dependen dapat bersifat positif ataupun negatif, tergantung pada keberadaanvariabel moderasi. Oleh karena itu, variabel moderasi juga dikenal sebagai contigency variable (Liana 2009). Persamaan yang digunakan dalam analisis ini yaitu:
Y = β + β1 X + β2 Z + β3 X.Z + e
Keterangan :
Y	= Belanja Modal
Z	= Jumlah Penduduk
β	= Konstanta
β1 - β3	= Koefisien Regresi
X	= Pajak Daerah
e	= error term
[bookmark: _Toc209961060]
BAB IV                                                                                                           HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 [bookmark: _Toc209961061]Deskripsi Objek Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dengan mempertimbangkan jumlah penduduk sebagai variabel moderasi pada periode 2011-2024 di Kota Samarinda. Data yang digunakan dalam penelitian bersumber dari laporan realisasi penerimaan pajak daerah serta realisasi belanja modal yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda. Selain itu, informasi mengenai jumlah penduduk diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik Kota Samarinda.
Metode analisis yang digunakan ialah analisis time series dengan data tahunan yang mencakup tiga variabel utama yaitu penerimaan pajak daerah, jumlah penduduk, dan belanja modal. Unit analisis dalam penelitian ini Adalah Kota Samarinda dengan rentang waktu pengamatan selama 14 tahun (n), yaitu dari tahun 2011-2024.
4.2 [bookmark: _Toc209961062]Analisis Data
4.2.1 [bookmark: _Toc209961063]Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif adalah cabang dari ilmu statistik yang fokus terhadap metode mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data secara teratur dan sistematis. Statistik deskriptif ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman atas informasi yang terdapat dalam data penelitian yang mencakup variabel terikat (Y) yaitu belanja modal, variabel bebas (X) yaitu pajak daerah, serta variabel moderasi (Z) yaitu jumlah penduduk. Hasil dari uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
	Variabel
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std. Deviation

	 Pajak Daerah
	 18.51
	 20.34
	19.5186 
	 0.49646

	 Belanja Modal
	 19.45
	 21.68
	 20.7164
	 0.52249

	 Jumlah Penduduk
	 13987.31
	17455.10 
	 16173.4821
	 973.75360


Tabel 4.1 Statistik Deskriptif
Sumber : Data Diolah, 2025
Berdasarkan table 4.1 menunjukkan bahwa variabel pajak daerah memiliki nilai minimum sebesar 18,51 dan maksimum sebesar 20,34, dengan rata-rata sebesar 19,5186 serta standar deviasi menunjukkan bahwa data pajak daerah cenderung stabil dan tidak mengalami fluktuasi yang signifikan sepanjang periode penelitian.
Pada variabel belanja modal nilai minimum tercatat sebesar 19,45 dan maksimum sebesar 21,68, dengan rata-rata sebesar 20,7164 dan standar deviasi sebesar 0,52249. Kondisi ini mengidentifikasi bahwa belanja modal selama periode penelitian berada pada tingkat yang relatif konsisten dengan variasi yang masih dalam batas wajar.
Sementara itu jumlah penduduk memiliki nilai minimum sebesar 13.987,31 dan maksimum sebesar 17.455,10, dengan rata-rata 16.173,4821 serta standar deviasi 973,75360. Nilai standar deviasi yang relative besar dibandingkan dengan variabel lainnya menunjukkan bahwa jumlah penduduk mengalami variasi yang lebih tinggi dari tahun ke tahun. 
4.2.2 [bookmark: _Toc209961064]Uji Asumsi Klasik
4.2.2.1 [bookmark: _Toc209961065]Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini, uji dilakukan dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov karena metode ini dianggap efektif dalam mendeteksi deviasi distribusi data dari distribusi normal. Hasil dari uji normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 4.2 Uji Normalitas
	N
	14

	Asymp. Sig. (2-tailed)
	0.200c,d

	Monte Carlo Sig. (2-tailed)
	 0.989e


Sumber : Data Diolah, 2025
Berdasarkan table 4.2 menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.200, sedangkan signifikansi pada Monte Carlo Sig. (2-tailed) diperoleh sebesar 0.989. Berdasarkan hasil tersebut, nilai signifikasi lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa data yang dianalisis terdistribusi secara normal. Dengan demikian , asumsi normalitas pada model regresi telah terpenuhi sehingga data yang digunakan dianggap valid dan layak untuk dianalisis pada uji selanjutnya.
4.2.2.2 [bookmark: _Toc209961066]Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas merupakan keadaan ketika varian dan residual pada model regresi tidak sama antar pengamatan, sedangkan jika varian dan residual seragam disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik idealnya memenuhi asumsi homoskedastisitas, oleh karena itu dilakukan Glejer Test untuk menguji heteroskedastisitas yang hasil ujinya sebagai berikut :
Tabel 4.3 Uji Heteroskedastisitas
	Variabel
	Sig.

	Pajak Daerah
	0.661

	Jumlah Penduduk
	 0.468


Sumber : Data Diolah, 2025
Berdasarkan table 4.3 yang menguji heteroskedastisitas dengan uji glejser menunjukkan bahwa variabel pajak daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0.661, sedangkan variabel jumlah penduduk memiliki nilai signifikansi sebesar 0.468. Kedua variabel tersebut nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas dan layak digunakan untuk uji selanjutnya.
4.2.3 [bookmark: _Toc209961067]Regresi Linear Sederhana
Regresi linear sederhana merupakan teknik analisis statistik yang digunakan untuk melihat hubungan anatara variabel dependen dan variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependen (Y) yaitu belanja modal dan variabel independen (X) yaitu pajak daerah.
4.2.3.1 [bookmark: _Toc209961068]Uji Koefisien Korelasi (Uji R)
Uji koefisien korelasi digunakan untuk mengukur tingkat kekuatan antara variabel independen dan variabel dependen. Nilai korelasi berkisaran antara 0 hingga 1, jika nilai semakin dekat dengan 1 maka hubungan antar variabel semakin kuat. Hasil dari uji koefisien korelasi ditampilkan pada tabel dibawah ini :
Tabel 4.4 Uji Koefisien Korelasi (Uji R)
	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate

	1
	.727a 
	0.529 
	0.489 
	0.37338 


Sumber : Data Diolah, 2025
Berdasarkan tabel 4.5 hasil analisis diperoleh koefisien korelasi sebesar 0.727. Nilai ini menjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara variabel independen dan variabel dependen. Jadi setiap kenaikan pada variabel independen (pajak daerah) cenderung diikuti dengan kenaikan variabel dependen (belanja modal), hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpotensi memengaruhi belanja modal secara signifikan.
4.2.3.2 [bookmark: _Toc209961069]Pengujian Hipotesis (Uji t)
Uji hipotesis digunakan untuk menguji seberapa signifikan pengaruh antar variabel penelitian. Jika nilai signifikansi diperoleh kurang dari 0.05 maaka hipotesis diterima, yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel penelitian. Hasil dari uji hipotesis dapat dilihat pada tabel dibawah :
Tabel 4.5 Hasil Uji Hipotesis 
	Variabel
	B
	t
	Sig.
	Keterangan

	(Constant)
	 5.781
	1.420 
	0.181 
	

	Pajak Daerah
	 0.765
	 3.668
	 0.003
	 H1 Diterima


Sumber : Data Diolah, 2025
Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa variabel pajak daerah memiliki nilai t sebesar 3.668 dengan tingkat signifikansi 0.003. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka  dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H1) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.
Selain itu, uji menunjukkan bahwa konstanta memiliki nilai sebesar 5.781 dengan tingkat signifikansi 0.181. Artinya, Ketika variabel pajak daerah diasumsikan tidak ada atau bernilai nol maka belanja modal diproyeksikan berada pada angka 5.781. Akan tetapi, kontanta ini tidak signifikan secara statistic karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0.05 sehingga tidak memberikan pengaruh yang berarti dalam model penelitian. 
[bookmark: _Hlk209627890]Sementara itu koefisien regresi untuk pajak daerah diperoleeh sebesar 0.765 dengan arah positif dan tingkat signifikansi 0.003. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan satu satuan pajak daerah berpotensi meningkatkan belanja modal sebesar 0.765 satuan. Koefisien yang bernilai positif menandakan adanya hubungan searah, yaitu semakin tinggi penerimaan pajak  daerah maka semakin besar juga belanja modal yang dapat dialokasikan oleh pemerintah daerah.
4.2.4 [bookmark: _Toc209961070]Moderated Regression Analysis (MRA)
Selain itu, dilakukan uji MRA untuk menguji variabel moderasi memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hasil uji moderated regression analysis (MRA) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 4.6 Hasil Uji Moderated Regression Analysis
	Variabel
	B
	t
	Sig.
	Keterangan

	(Constant)
	 14.580
	 
	 
	

	Pajak Daerah x Jumlah Penduduk
	 0.000
	 3.464
	 0.005
	 H2 Diterima


Sumber : Data Diolah, 2025
Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.000 dengan nilai t hitung 3.464 dan tingkat signifikansi 0.005. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05, maka hipotesis (H2) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk mampu memengaruhi hubungan antara variabel independen (pajak daerah) terhadap variabel dependen (belanja modal).
4.3 [bookmark: _Toc209961071]Pembahasan
4.3.1 [bookmark: _Toc209961072]Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal
Hipotesis pertama menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kota Samarinda, Dalam penelitian menyatakan searah yaitu pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal maka H1 adalah diterima. Hasil penelitian ini mengidentifikasikan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar pula kapasitas fiskal pemerintahan daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk belanja modal. Secara praktis, kondisi ini memperlihatkan bahwa pajak daerah memiliki peran penting dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah untuk membiayaai pembangun infrastruktur, penyediaan sarana publik, dan layanan masyarakat lainnya.
Pajak daerah yang dipungut dari masyarakat sejatinya merupakan bentyk kontribusi publik yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab oleh pemerintah daerah. Dana tersebut pada akhirnya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk belanja modal, seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Dengan kata lain, semakin tinggi penerimaan pajak daerah, semakin tinggi pula amanah yang diemban pemerintah sebagai agent untuk mengolah dana pubik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hasil penelitian relevan dan sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh   (Widiani, Zahro, and Susanti 2022) yang menyebutkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan, penelitian ini tidak relevan dan sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Muhammad Yusuf and Ajeng Kartika Galuh 2023) yang menyebutkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh dan signifikan teerhadap belanja modal.
Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pajak daerah memiliki kontribusi signifikan dalam mendorong belanja modal di Kota Samarinda. Pajak daerah bukan sekedar instrumen penerimaan, melainkan instrumen utama dalam mewujudkan kemadirian fiskal, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mempercepat pembangunan di Kota Samarinda. Pada akhirnya, pengelolaan pajak daearah yang optimal akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terlebih di tengah dinamika pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat dari waktu ke waktu.
4.3.2 [bookmark: _Toc209961073]Pengaruh Jumlah Penduduk Mampu Memoderasi Hubungan Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal
Hipotesis kedua menyatakan bahwa jumlah penduduk mampu memoderasi hubungan antara pajak daerah terhadap belanja modal, dalam penelitian ini menyatakan searah yaitu jumlah penduduk mampu memoderasi hubungan antara pajak daerah terhadap belanja modal. Hal ini diperkuat dengan nilai t hitung 3.464 serta tingkat signifikansi 0.005, nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0.05 yang disimpulkan bahwa jumlah penduduk mampu memoderasi hubungan antara pajak daerah terhadap belanja modal. Dengan demikian maka H2 dinyatakan diterima.
Sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yang konsisten dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah penduduk ini membawa konsekuensi logis bagi pemerintah daerah untuk terus memperluas kapasitas pembangunan, pengadaan fasilitas umum dan layanan publik. Dalam kondisi seperti ini, pajak daerah berperan sebagai salah satu instrumen utama pembiayaan pembangunan daerah. Pajak daerah tidak hanya menjadi sumber penerimaan fiskal, tetapi juga sebagai sarana redistribusi yang memungkinkan pemerintah mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.
Secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan belanja modal pemerintah daerah, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, serta laayanan publik. Pada kondisi inilah pajak daerah menjadi semakin penting sebagai pembiayaan belanja modal daerah di Kota Samarinda.
[bookmark: _Toc209961074]
BAB V 
[bookmark: _Toc209961075]PENUTUP
5.1 [bookmark: _Toc209961076]Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah di Kota Samarinda. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah berdampak langsung pada pemerintah untuk membiayai belanja modal. Dengan tersedianya penerimaan pajak daerah yang lebih besar, pemerintah dapat memperluas pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum, serta layanan publik yang dibutuhkan masyarakat. 
2. Jumlah penduduk mampu memoderasi hubungan antara pajak daerah terhadap belanja modal. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Samarinda mampu memoderasi hubungan antara pajak daerah dengan belanja modal. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk, maka semakin tinggi pula kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik, sehingga peran pajak daerah sebagai pembiayaan menjadi semakin penting.
5.2 [bookmark: _Toc209961077]Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut :
1. Bagi pemerintah daerah Kota Samarinda, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi agar pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah agar mampu menjadi sumber pembiayaan belanja modal yang berkelanjutan dan anggaran belanja modal disesuaikan dengan perkembangan jumlah penduduk sehingga pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan dasar kajian lebih lanjut mengenai pengaruhpajak daerah terhadap belanja modal dengan menambahkan variabel moderasi lain seperti transfer dana dari pemerintah pusat atau luas wilayah. Peneliti lanjutan dengan variabel yang lebih beragam diharapkan dapat memberikan gambaranyang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi belanja modal pemerintah daerah
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